
BUPATIMAJALENGKA
PROVINSIJAWABARAT

KEPUTUSANBUPATIMAJALENGKA

NOMOR556jKep.763.1-Disparbudj2021

TENTANG

PENETAPANPENERIMAHIBAHDAERAH
BERUpAi?ORTA.BLbOUTLET.

KEPADADAYATARIKWISATADIKABUPATENMAJALENGKA
TAHUNANGGARAN2021

BUPATIMAJALENGKA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dal8J1l;<.,~a,p:gkapengembangan pariwisata di
Kabupateri:M:~jal~ngka, salah satunyadilakukan melalui
penyediaaIlsfrranadanprasarana guna memenuhi
standar pel~YaIlan pariwisata, pemerintah daerah perlu
memberikandukurlgan dalam bentuk hibah berupa
portable:'outlet kepada daya tarik wisata di Kabupaten
Majalengka;

b. bahwa b~rda.s~kan pertimbangan sebagaimana
dimaksud d~at:n' hu:ruf?-, daIl sesuai dengan ketentuan
Peratluan Menleri Dl3.1amN5geri Nomor 77 Tahun 2020
tentang PedoinanTelfuis Pen~~lolaan Keuangan Daerah,
makaperlumenytapkan PeneDma Hibah Daerah Berupa
Portable-Outlet kepada Daya Tarik Wisata di Kabupaten
Majalengka Tahun: Anggaran 2021 yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

1. Undang-UndaIlg .•t:romor 14 Tahun 1950 ten tang
Pemerintaha.J'lDaera1:1 Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi'Dja,,:?-!3ara.t(Berita Neg~a Republik Indonesia
TahunI9S.9),se.1:)Etg~imaIlatelahdiubah dengan Undang-
undang Noinor'4Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten'Pu;r;v~k~rta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah lJrldanfl-Undang Nomor 14 Tahun 1950
ten tang Pem~Ii:n.tahan .....Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan,Rf9pinsi'Djawa Barat (Lembaran Negara
Repuplik Ind0:t'l~sia;Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lemharan'Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undan~-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelehgga:aan N~gara yangBebas dan. Bersih Dari
Korupsi, Kohisi dan' Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia.Tahunl999 Nomor 75, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang 2
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Majalengka Nomor 14Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019
Nomor 12);

12. Peraturan 3
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020
Nomor 7);

13. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 15 Tahun 2013
tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah,
Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan
Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2013 Nomor 15);

14. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 120 Tahun 2020
ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020
Nomor 123) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 38
Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Bupati Majalengka Nomor 120 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2021 Nomor 38).

Memperhatikan: Berita Acara Hasil Verifikasi Calon Penerima dan Calon
Lokasi Penerima Bantuan Hibah Outlet Portable Nomor
556f23.1fKEPfDisparbudf2021 Tanggal28 Juli 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Menetapkan Penerima Hibah Daerah Berupa Portable-Outlet
kepada Daya Tarik Wisata di Kabupaten Majalengka Tahun
Anggaran 2021 dengan rincian sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.

Penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU wajib menggunakan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan bantuan dimaksud sesuai dengan
peraturan perundang- undangan.

Segala ketentuan, syarat, hak dan kewajiban Para Pihak yang
berkaitan dengan bantuan hibah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU diatur dalam Naskah PeIjanjian
Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Majalengka
dengan penerima hibah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

KEEMPAT: .4



KEEMPAT

KELIMA
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Besaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran
2021.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 2Agustus 2021

BUPATIMAJALENGKA,

~
KARNASOBAHI



LAMPlRAN
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KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
Nomor 556/Kep. 763~1;;:Disparbud/2021
Tanggal 2 A€;ustus 2021
Tentang PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN

HIBAH DAERAH BERUPA PORTABLE-OUTLET
KEPADA DAYA TARIK WISATA DI
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN
ANGGARAN 2021.

DAFfAR DAYATARIKWISATA PENERlMA HIBAH DAERAH
BERUPA PORTABLE-OUTLET

KEPADA DAYATARIKWISATADI KABUPATENMAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2021

NAMADAYA BARANGYANG JUMLAH
NO TARIK ALAMAT DIHIBAHKAN (UNIT)

WISATA

1 Kanaga Hill
Desa Cipulus, Portable-outlet 4
Kecamatan Cikijing
Desa Bantaragung,

2 Ciboer Kecamatan Portable-outlet 2
Sindangwangi
Desa Leuwimunding,

3 Marerang Kecamatan Portable-outlet 1
Leuwimunding

Bukit Desa Leuwikujang,
4 Sanghyang Kecamatan . Portable-outlet 1

Dora Leuwimunding

Curug
Desa Margajaya,

5 Kecamatan Portable-outlet 1
Katumbiri Lemahsugih

6 Situ Janawi
Desa Payung, Portable-outlet 1
Kecamatan Rajagaluh

7
Cikadongdong Desa Payung, Portable-outlet 1
River Tubing Kecamatan Rajagaluh

BUPATI MAJALENGKA,
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